BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWCRECE
NOMOR : 71 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN

BANTUAN KEUANGAN REPADA PARTAI POLITIR
DI KABUPATEN PURWOREJD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA
BUPATI PURWOREIOD,

Menimbang | & bahwa untuk memberikan  pedoman dalam
pemberian bantuan keuangan kepada partai poditik,
Pemerintah Kabupaten Puresrejo telah menerhitkan
Pernturan Bupati Nomor |11 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kespada
Partai Politik di Kabupaten Punworeps;

b. bahwa dengan telnh ditetapkannyva Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor & Tahun 2017 tentang
Prerubahan Atns Pernturan Menteri Dalam Neger
Homor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cam
Penghitungan, Penganggamn Dalam AFBD dan
Tertib  Administrasl Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertangpungiawaban Penggunasn Bantuan
Keuangan Partal politk maka Peratumn Bupat
sehagaimana dimaksud pada hurul a sudah tidak
sesual lagh, sehingga perlu ditinjou kembali dan
disesunikan dengan menetaplkan Peraturan yang
baru;

¢, bhahwa berdasarkan pertimbangan  sebagmimana
dimeksud pada huruf a dan hurel b, perlu

menetapkan Peraturan Bupatl tentang Tata Cam
Pencairan Bantuan Eeuangan Kepada Partai Polditik
di Kabupaten Pursorejo,



Mengngar

2,

Pasal 18 ayval (6] Undang-Undang Desar Megara
Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang MNomor |3 Tabun 1950 tentang
FPembentukan Daerah-daerah Kabupatien Dalam
Lingtungan Provins Jawa Tengah;

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daernh (Lembaran Negoma Republik
Indonesia Tahun 324 Nomor 2949, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah divhah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang:-Undang Bomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedus Ates Undang-undang
Momoar 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah  (Lembaran  Negaras Republih  Indonesia
Tahun M1 5 Momaor 58, Tambhahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Momor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 77 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Cara Ponghltungan,
Penganggaran Dalam APRD dan Tertih Adminisirasi
Pengnjuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanigglungjawaban Pengmunaan Barntuan
Kewangan Partal politik, sebagaimana telah diutsh
dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl Momor G
Tahum 2017;

MEMUTUSKAN,

; PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

FENCAIRAN BANTUAN EEUANGAN KEPADA PAETAI
POLITIE DI KABUPATEN PURWORESC.

dADR |
KETENTUAN UMUM

Panal 1

Dakam Peraturan Bupati ini yang dimaksad dengan:

1, Daerah sdalanh Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintaban oleh pemerintah  daerah dan dewan  perwakilan
rakyvat daemh menurut asas otonom dan tugas pembamtuan
dengan prinsip otonomi seluas-lussnya dalam sistem dan prinsip
Megara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakeud dalas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneata Talun 1945



Pemerintah Dwerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanasn
urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah ofona
Bupati adalah Bupati Pureonsn,

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah vang selanjutnve disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Sabupaten Parwarejo,
Komisd Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnva disingkar KPUD
adalah Komisi Peendlibnn Umum Daerah Kabupaten Purworesio,
Anggaran Pendapatan dan  Belanjn Dmerah  yang  selanjotnyn
disngkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dmerah
Kabupaten Puraoneio,

Hadan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah VENR
selanjutnya  disingkat BPPKAL adalah Perangkat Deeral yang
mempaunyai  tugas pokok dan fungsi mengelola  pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset Dasrah.

Kepala Badan Pendapatan Pengelodn Keuangan dan Aset Dasrah
Kabupaten Purworeje yang selanjutnya disebut Kepala BPFEAD
adalah Kepala Perangkat Deerah vang mempunval tugas pokok dan
fungsl mengelola pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

|0, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kebupaten Purworsjio yeng

selanjutnya disingkat Kantor Keshangpol adakah Perangkat Daorak
YENg mempunyal  tugas  pokok  dan fungsi | melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dasrah bidang kesatusn
bangsa dan polittk dalam negeri sesual dengan  kewenangan
Da=rah.

Il. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwore)o

yang selanjutnya disebut Kepala Kesbangpol adalah Kepala Kantor
Kesbangpol adalah Kepala Peranglat Daerah vang mempunyai
lugas pokok dan fungel melaksanakan penvusunan  dan
pelaksanaan kebijakan Daesrah bidang kesatuan bangsa dan politik
dalam negen sesuai dengan kewenangan Daerah,

12. Dowan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah yang

selanjutnya disingkat DPC ¢/ DPD adalah pengurus partai politik o
tingkat Kabupaten Purworsjo veng ditetapkan berdasarkan hasil
keputusan musvawarah cabang, musyawarah dasreh, atau sebiijtan
lain yang telah disahkan plet dewan pimpinan partai polittk sesumi
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing
partai padisik,

13. Fartai politik adalsh organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

aleh sekelompok Wargs Negara Indonesia secars sukarela stas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cith untuk memperjuangkan
dan membela kepentingan politik anggota, bangsa dan negara, serta
memelihars  kKeutuban Negara  Kesatuan Republik  Indonessa
berdasarkan Puncasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indomnesta tahun 1545,



14, Bantuan Keuangan adakah bantuan kewangan yang beraumber dari
APBD vang diberikan secara proporsional kepada parsi politik yang
mt:mh_ ]:.uﬂml nn F;I..LI:H: DPRD yang penghitungannye berdasarkan
atas jumlah permo SuAra, dengan prioritas fgeunaan anituk
perdicikan politik, -

15. 3tandar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diternphan dalam menyusun dan menvajikan  laporan
keuangan penserintah,

BAR 11
RUANG LINGEKUP
Praal 2
Ruang Imghkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ind adalah
A, bantuan keuangan;

b. pencairan bantuan keuangan;
¢, pertangeungiawaban bantuan keuangan

AR 111
BANTUAN KELIANGAN
Pasal 2

(1} Bantuan Keuangan Partai Poliik dari APBD diberiken  olsh
Pemerintah Daerah setiap tabunnya

[£] Partal Palitik sehagaimana dimaksud pada syat (1), adatah Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD,

{3 Bantuan keuangan ssbagaimana dimakasud pada ayat (1), diberikan
SeCATH  propomsonal yang penghitungannyva  berdasarkan jumbah
|_:I-E!'l.l-k|.‘l.-l.l:l. SUATH.

(4] Penetapan penerima dan besaran penerimaan bantuan keuangan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

|54 F!mull_:nn ]:u:n-:ﬂma dan besaran penerimasn bantuan kegangan
sehagaimana dimaksud pada ayat (4], mengacu pads Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenasn,



Pasal 4

(1] Bespmyn bantuan keuangan yang dibenkan bepada partai politik
sehagrimana  dimaksud dalam  Pasal 3,  penghitungannya
berdasarkan pada jumlah perolehan susars hasdl peendly DPRE.

[#] Jumleh perolehan suara hasl pemilu DPRD sebagaimana dirmakssd

pada avat (1), didesarkan pada hasil psnghilungan suara secara
nasional yang ditetaplcan ofch Komisl Pemilihan Umam.

Pasal 5

[1] Penentuan besarnya nilmi bantuan per suara hesid Pemilu DPRD
sobagaimana dimakeud dalam Pasal 3 avat (3], didasarkan pada
hazil penghitungan jumilah  bantuan  kKeusngan APBD  tahun
angeaian sebelumnya dibagl dengan juminh perodehan ssam hasd

Pemilu DFRD bagl partai politik yang mendapatkan Kursi periode
sehelumnye,

|2} Jumlah bantuan keudngan kepada partsi palitik dad APBD dalam
trhun anggaran berkenmaan sama dengan nilal baEnuan per saars
hasil pemilu DPRD schagnimana dimaksud padae ayat |1}, dikplikan
dengan jumlab perolechan suara hasil pemilu PED  perode
herkenaan

BAS IV
PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Hagian Kesatu
Perayvaratan Pencgiran

Fasal G

(1| Persvaratan pencairan hantuan kruangan adalah sshagai benboat :

a. surat keputusan DFP Partai Pobtik yang menetaplan susunar
kepengurusan DPC/DFP atau sebutan lamnya vang dilegalisy
oleh Ketus Umum dan Sekretara Jenderal DPF Paral Poditik atay
s=butan lainnya;

b. ol copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

. relkkening kas umum partai polittk pada bank;

d, surat keleranpgan haadl PETIEIAEDEN perolehan Hursl don  suars
partal politik hasid pemiliban umum DPFRD yang diegalisir aleh
Ketua / Sekretaris KPULD,



rencana  penggunaan  dana batean keuangan  partel  politk
dengan komposisi mumimal 60 % (enam puluh persen) untuk
pendidikan politik;

laporan realisasi penerirmanan dan pengeunaan bEantuean keuangan
tahun anggaran sebelumnya yang felah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK]; dan

. pakia intepritas partal politik yang menyatakan bersedia dituniot

sesuai  dengan peraturan | perundang-undangan | apalbdla
premberikan keterangan vang tidak bener yang ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris DPC ! DPFY atau sebutan lainnye di
atas materal culup dengan menggunakan kop surat partai
prolitike.

[2) Belenghapan persyaratan schegrimana dimaksud pada ayat (1) di
bunat mimimal mngkap 3 (tiga).

|3} Parmat Prkta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafl

g, adalah sEhagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Bupati imi.
Baginn Kedua
Tata Cara Pencairan
Pasal 7

[1) Tata cara pencairan bantean keuangan sdalah sebagai benkut:
a pimpinan DPC/DPD mengajukan sumat permobonan Kepads

b

Bupati dengan dilengkapd persyaraten pencoiran  bantuan
keuangan sebagaimana dimaksud dalarm Fasal &,

Bupath memberikan rekomendasi/disposisi  kepada  Kepaia
Kantor Hesbangpsl uontuk menindaklanjuti  permobocman
pencairen  bantuan kEeuanpan sebagaimana dimaoksud pada
Jarul a;

permohonan sehagrimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
evaluasi dan verifikasi keabesahan dan kelengkapan persyaratan
administrasl aleh Tim Venfikasi, yvang selajuinys hasil svaluas
dan verifikasi terssbul dituanghkan dalam Berita Acara Verifikasi
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Kepala Eantor Kesbangpol menyusun rancangan HKeputusan
Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima dan Besaran
Penerimann Bantuan Keuengan Kepada Parial Podink di
Kabupaten Purworejn, berdasarican Bermta Acarm sebagaimana
dimaksud pada burf s;

Kepala Kantor Keshangpel menyampaikan permmohonan
pencalran bantuan keuangan kepadsa Kepala BPPKAD dengan
dilengkapi Berita Acara Hasil Venfilasi sebagairmans dimiasksiied
pada Hurul ¢, Keputusan Bupatl schagaimana dimaksud pada
huruf 4, dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;



f. HKepala BPPEAD mencairkan bantusn keuangan  kepads
penerirta bantuan kevangan melalul pemindahbukuan ke
nomor rekening kas umum partai polstik pada bank atas nama
partai politk yang bersangkutan;

g Kepala BPPKAD membertahokan perivaluran bantuan
keuangan kepada paral polidk penerima bantuan keusngan
dan Kepala Eantor Kesbangpol.

12} Burat permohonan bentuan keuangan sebagaimana dimaksed peda
myat (1] huruf a, ditandatangani oleh Ketwa dan Sekretars partal
politik atmu sebutan leinnya dengan mengpunakan kop surat dan
cap stempel partai politik kepada Bupatd dengan tembusannye di
sampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Keshangpol

{3} Format Berita Acars Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, adalah sebagaimana fercanfum dalam Lampiman [
Peraturan Bupatl ini.

Paaal &
{1} Dalam rangka verifikasl keabsahan dan kelenghapan persyaratan
administias atm%ulma.m dimakswd dalam Pasal 7 ayat |1] haruf ¢,
dibentuk Tim Verifikasi

{2} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {1] ditetapkan dengan
Keputusan Bupati

Fasal &

Penatausahaan pencairan banfean keuangan dilaksanakan dengan
berpedoman pada standar akuntans pemerintah menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku

BaB ¥
LAPORAN PERTANGOUNGIAWABAN
Pasal 10

[1} Partai Politk wajib membuat laporan  pertanggungiawaban
penerimasn dan pengeluaran bantuan kewangan yang bersumber
dan APED.

[2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], partal politlk wajlb  melaksanakan
pembukuan dan memelikara buky penerimaan dan pengeluaran
atas dana bantuan keuangan kepeda partal politik.



3 Apabila dalam pelaksanasn kegiatan terdapat  sisa AnNgEAran
dikarenakan sdanya efisiensl kegintan atau terdapat pengalihan
kegiatan/ pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan,
maka sisa tersebut dapat dipunakan untuk kebutchan lainmya
dengan cara merubah Rencann Anggaran Belanja [(HAB|. setelah
mendapat persetujuan dari Tiem Verifikasi atau dapat disetorkan
kemball ke Kas Ummum Daerah.

Fasal 11

Farai politlk  wajib menvampaikan  laparan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagrimans dimaksud pads
Pasal 10, wecara berkala 1 (satu) tehun sekall kepada Pemerintah
Daerah setelah dipenilsa olsh Badan Pemeriksa Keuangan (BPE].

Pasal 12

[1} Laporan pertanggungiawaban schagaimana dimaksud pacds Pasal
11, disampaikan kepada Bupati,

(2| Laporan pertanpgungiawaban sebagaimans dimakaud pada ayvat (1},
disampaikan paling lambat | [satu) bulan setelah diperikaa ol=h
Baden Permerikss Keuangan [BPK):

[3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1], adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 000
Peraturan Bupati ini.

BAH V1
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada sant Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Hupati Fursorejo
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan  Bantuan
Keuangan Kepads Partal Politik di Kabupaten Purworejo (Berita Dasrah
Kabupaten Purworso Tahun 2013 Nomar 111}, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Praal 14
Feraturan Bupatl ind mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetehuinya, memenniahkan  pengundangan
Peraturan Bupat i dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Rebupaten Puraorejo,

Ditetaplkan di Purwarejo
punin tanggel 2 Oktober 2017

BUPATI PURWORE R
(o i
AGIUS BASTIAN

Baundangkan di Purvworejo
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEERETARIS DAERAH KEAFLUPATEN PLURWORELTC
Cap nd

SAIF ROMALHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREFCH
TAHUN 2017 NOMOR T1 SERIE NOMOE 54



LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI PURWOREID
NOMOR :

TENTANC

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN
EEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PURWOREID

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

_Hop Partai Politik

| FAKTA INTEGRITAS
Yang bemanda tangan dibawah ini -
Namn :
Nomar ldenititns KTP
Alarmat
Jabatan
Dﬂmﬂcrurdlk' .J:;m.lk dan atas nama
PR penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politk,
dengan ini menyatakan bahwa says;
L. Tedak skan melakukan prakiek Korupsi, Kodus dan MNepoti=me [KKN|;
2, Akan melaporkat kepada pihak vang berwajib/berwenang apabila
mengotabui ada indilasl Kerupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dard
dana Bantuan Keuangan kepada Partad Politik:
4. Akan menggunakan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Podic |
sesum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky
#. Bersedia disudit oleh instang yang berwenang atas penggunaan dana
Bantuan Keuangan kepada Partad Politik yang bersumber dari APBD;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Demikian pernyatnan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan penuh
tanggung pwah.
PUPWOTEO,. ..oy e ren s basians
Yang membuat pernyataan,

Matera:

BUPATI PURWOREID
Cap tid
AGLIS BASTIAN




LAMPIRAN (1
FPERATURAN BUPAT] PURWORESD

NOMOE :
TENTANG

TATA CARA PFENCAIRAN HANTUAN
KEUANGAN KEFADA PARTAI POLITIE

Dl KABUPATEN PURWOREID

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASL

BERITA ACARA VERIFILASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANCOAN KEPADA PARTAI POLITIK
B KABLUPATEN PURWOREIG

Berdasarkan  Keputusan  Buopatd  Puredsejo  Nomor L

| tentang.... . tanggel . telah dilakukan evalunsi l:hn
| werifikaed t-:rhadnp pﬂmnh-:-mn dana Bantuan Keuangan Kepada Partal
{ Politik di Kabupaten Purworesje, bailk teknis maupun administrasi,

l'ﬂ'l']'l:ﬂ.ﬂ'l.lk OBT@AN TeNCana penREEUnEsan Sananya, dengan hasil arperl
I.E'h.I:I'I'FIlI'I:'.I.h.I:I:IEE:I'I'I:I.J'IEII'ﬂ.II!.I:

Demikian Bertta Acara imd dibuat dan ditandatangam untuk digunakan
sebagalmana mestinya.

JABATAN DALAM TIM | TANDA TANGAN

8
-

Mengetahnul,

KEPALA KANTOR KESEANGPOL
KABUPATEN PLURWOREJD

HNLP




- T

BERITA ACARA VERIFIRASI
FERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI PULATIR
[ KABUPATEN PUWOREIC

A, Persyaratan Berkas Administras|
Bantuan Keuvangan kepada Partai Politik
2. Alamat 4
d. Nomor Permnohonan
4. Nominal Pengajuan

1.

Aspek Penilalan

Feneiapan perslehan Kurs dan

siiars hasil pemilu oleh KPUD

Susunan kepengurysan PG
partal politik, yang dilegalisic

oleh Eetua Umum dan Sekjend
PP Partai Politik ataug asbautan

Ininmya

Rekening kes umum partai
pada hank

Namar Pakok Wajih Pajak
{NFWF] partai politik

Rencana perggunsan dana

bantuan keuangan partm
podinile

Laporan realisas penerimaan

dan penggunaan keuangan
tahun anggaran achelumnya,

yang tetah diperikia oleh BPK
Burat Pernyvataan Pakia
Integritas Partal Politik

B, Boesaran Dana

BUPATI PURWCOREJO
Cap 1
AGLS BASTIAN



LAMPFIRAN 01

PERATURAN BUPATI FPURWOREJO
FOMOE :

TENTANC

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN

KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIR
D KABUPATEN FURWORESC

FORMAT LAPORAN PERTARGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABRAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK..............
TAHUN ABGGARAN.. ... ..o

Laporan pertanggungawaban penenmaan dan pengelurran bantuan keupngan
partai poditik sebesar 8p .00 vANDE telah diperikas Badan Pemenikas
Keuangan pada tanggal ... balan ... tahun ... sebagal berbot ;

1
JENLS VOLUME | REALISASI
HO | JENIS PENGELUARAN KECIATAN | KECIATAN 1Rpl | KETERANCGAN

1 2 3 5 5 &

A | PENDIDIKAN POLITIK o

e Warkshop; dm:lj-lrlz.u

f. Kegatan Perternuen |
Lain sesuai tugas
dan fungsinya.

| B | OPFERASIONAL
SEKRETARIAT

1. Mmluﬂi&u&ﬁ Uenuarn

a, Keperluan Alat
Tulis Kantor;

b, Rapat Intermal
Sekretariar;

£, Transport dalam
rampka mendukung
kegitan operasional
Bekretariat;

d. Sewa Kantor; dan/
BtaL

e, Homor
Administrasi
Hekretarial vamg
berkosmpeten di
biclang pefigelolaan
keuangan. [




2. Langganan Daya dan
Jasa

a Tel=pon dan
Listrik:

. Air Minwm:

c. Jfasa Pos dan Giro;

d. Burat Memyurat;
cian/ mtau

2. 3urat Kabar
Mingguan atau
Haran

- ——

—"

X, Pemeliharaan data
dan Arsip
a. PFenyvimpanan
Data Elektronik;
dan/ atau
b, Penvimpanan
Drata Manual,

4. Pemediharaan
Peralatan Kanbor
. Permeliharannm

peralatan
elkkironik; danf
itk

b Perpeliharann
peralatan
imventaris
sekretnriat.

SALDO

BLUFATI PURWDRE M)
Ceps tid
AGUS BASTIAN



